RENCANA AKSI TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAERAH

NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TWI TWII TW I TWIV
1 |Tujuan :
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan,
P
Pendapatan dan Barang Milik Daerah ::‘:;;;‘ sageiolsan Reusngen Desesi; 68.8 Angka 68.8
yang Transparan dan Akuntabel
Sasaran | : Indikator Sasaran | :
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Daerah yang Efektif st
dan Sesual Peraturan Perundangan Status Opini BPK terhadap LKPD WTP Level WTP WTP WTP
yang Berlaku
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Tingkat Keselarasan Dokumen 100 P
Perencanaan dan Penganggaran arenn 5 100
Persentase Pengajuan Belanja Transfer 100 P
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan BTT yang Tersalur ersen 23 50 77 100
Daerah Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan
Perbendaharaan ka AngEs 90.2
Tingkat Kualitas Laporan Keuangan
Pania 100 Persen 100 100 100
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
Tersusunnya KUA, PPAS, KUA Persentase penetapan KUA , PPAS,
Perubahan, PPAS Perubahan, Perda KUA Perubahan, PPAS Perubahan, 100 P
dan Perkada APBD, Perda dan Perkada |Perda dan Perkada APBD, Perda dan aeen 75 100
APBD Perubahan Tepat Waktu Perkada APBD Perubahan Tepat Waktu
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
PPAS
Tersusunnya KUA dan PPAS ‘é‘:;'l‘j'::nmk”me" B G Al g 2 Dokumen 2 2
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS
Tersusunnya Perubahan KUA dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 2 Dok
Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang Disusun DI 2 2
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD
APBD dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang 2 Dokumen 2
tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang  |Jumlah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala |Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 2 Dok
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Daerah tentang Penjabaran Perubahan S 2 2

APBD

APBD

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah




NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TWI TWII TW I TW IV
Terpenuhinya Kebutuhan Kas Daerah Persentase Ketepatan Waktu
secna,:a tepat waktu Pemenuhan Kebutuhan Kas Daerah 100 Persen 25 45 70 100
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 17 Dokitian 4 8
Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah 12 17
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan : =
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran ;‘;’;‘fgigzk::‘gzggis&;egagfnsd:ga” aan 10000 Dokumen 2500 4500 7000 10000
Kas danSPD
Terpenuhinya Kebutuhan Kas Daerah
secara tepat waktu
. Persentase pelayanan penerbitan SP2D
lsn;;li:)ng::tg;anpelayanan Penerbita dan SPD yang ditindaklanjuti sesuai 100 Persen 25 50 75 100
prosedur
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi |Pelaksanaan Kerja Sama dan
Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan 27 Dokumen 12 17 22 27
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Bank Keuangan Bukan Bank
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi |Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis
Keuangan yang Berkaitan dengan Administrasi Keuangan yang Berkaitan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta [dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1 Dokumen 1 1 1 1
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban |serta Penatausahaan dan
Sub Kegiatan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Pemerintah Penatausahaan Keuangan Pemerintah 151 Orang 151 151 151 151
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Keuangan Persentase LKPD yang disusun tepat
Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu |waktu 100 Persen 100 100 100

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota




URAIAN

NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TWI TWII TW I TW IV
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah|Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan |tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan 2 Dok
Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang oKUmen 2 2 2
Penjabaran Pertanggungjawaban Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan dana Persentase pengelolaan dana transfer
transfer dan keuangan khusus yang dan keuangan khusus yang tepat waktu 100 Persen 23 50 77 100
tepat waktu dan sesuai ketentuan dan sesuai ketentuan
Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Tersedianya AnalisisPersncanaan dan ;172:2;2%':12: ;:LA;?:: Bantuan 12 L 3
Penyaluran Bantuan Keuangan y s aporan 6 9 12
Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Danirat dari Mandessik 12 Laporan 3 6 9 12
Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota
Terkelolanya Dana bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 5 L
Kabupaten/Kota bagi Hasil Kabupaten/Kota aporan 1 ) 2
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik |Persentase Pelaporan Barang Milik
Daerah Daerah (BMD) Tepat Waktu 100 Persen 22 53 78 100
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terkelolanya Aset Daerah sesuai Persentase OPD yang mengelola aset
ketentuan sesuai ketentuan 100 Persen 22 53 78 100
Penyusunan Standar Harga
Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 3 Dokumen 2 2 3
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah 181 Laporan 45 46 136 181
Pengamanan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik |Jumlah Laporan Pengaman Hasil 12 L
Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah pors 8 6 9 12

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah




NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TW I TWII TW I TW IV
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, [Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang |Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan ” Dokumen 3 6 9 12
Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan  [Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Barang Milik Daerah Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Daerah 175 orang 175 175
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Sasaran Il : Indikator Sasaran Il :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah |Realisasi Pendapatan Asli Daerah 462,738,865,000 | Rupiah 62,663,393,493.7 177,396,684,862 282,988,526,322 462,738,865,000
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Penerimaan Pajak Rasio Pajak Daerah terhadap
Daerah Pendapatan Daerah 7.67 Persen 0.95 29 5.66 7.67
Meningkatnya akurasi data objek pajak |y oy pajak yang Ditetapkan 644166 objek pajak 643356 643626 643896 644166
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terlaksananya pemutakhiran data objek |Jumlah Data Objek Pajak yang '
| pajak Dimutakhirkan 640000 objek pajak 630700 633800 636900 640000
Meningkatnya pelayanan dan kosultasi FOBaESSS FaAmotOnm Lajsin da
: 9 e peay Konsultasi Pajak yang Ditangani Tepat 100 Persen 12 40 75 100
pajak tepat waktu Waktu
P i :
’;'::r'::"at"ya Snerimesh Pask Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 168,630,021,000 | Rupiah 20,453,853,150 62,611,358,400 121,937,184,850 168,630,021,000
g:::::kat"“ Penerimaan Retribusi | . lisasi Penerimaan Retribusi Daerah 213,900,561,000 | Rupiah 43,516,933,486 95,700,574,829 150,769,066,390 213,900,561,000
Terlaksananya Transaksi Pendapatan = .
dan Belanja Pemerintah Daerah indekn ET.PD (Ind'eks Elsksrontiae 95.5 angka 95.5
o Transaksi Pemerintah Daerah)
Berbasis Digital
Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan
Terlaksananya Penyuluhan dan o .
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah gaar; IZﬁnyebariuasan Kebijakan Pajak 12 laporan 3 6 9 12
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah
Terlaksananya Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data |Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 640000 Laporan 630700 633800 636900 640000
Pajak Daerah Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah
[T)ear:;‘:a"ya Dokumen Ketetapan Pajak |, .21 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 637000 dokumen 636190 636460 636730 637000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak
Pajak Daerah Saaish 18885 layanan 2515 7465 13685 18885
Penagihan Pajak Daerah
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah SNimia ommec Sask Paldkasroren 14 dokumen 3 7 10 14

Penagihan Pajak Daerah




NO URAIAN INDIKATOR KINERJA | TARGET 2026 | SATUAN | TWI TW I TW I | TW IV

Pengendalian, Pemeriksaan dan

Pengawasan Pajak Daerah

Terlaksanannya Pemeriksaan serta Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan serta

Pengendalian dan Pengawasan Pajak Pengendalian dan Pengawasan Pajak 12 laporan 3 6 9 12

Daerah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Pengawasan Pengelolaan Retribusi 26 laporan 6 13 19 26

Daerah Daerah

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah (ETPD)
Jumlah Laporan Perkembangan

Terlaksananya Upaya Mengubah : : 5 ;

Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai Slae:::;mﬁkag Transaksi Pemerintah 4 laporan 1 2 3 4

4 |Sasaran il : Indikator Sasaran lll :

:::e'z%';amya Akuntabliitas Kinerja | \,,.; sAKIP Bakeuda 76.98 Persen 76.98 76.98 76.98

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Persentase Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan Kinerja |Penganggaran dan Laporan Capaian 100 Persen 25 50 75 100

Perangkat Daerah Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan

Meningkatnya Kualitas Administrasi :::Ls::t::e ;:posiasnu:;i:\isr:::’r:im 100 P 25 0

Keuangan Perangkat Daerah B yang el 5 75 100
Ketentuan
Persentase Pengelolaan Barang Milik

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Daerah Sesuai Ketentuan 100 Persen 25 50 75 100

Sumber Daya Penunjang Perangkat Persentase Pemenuhan Layanan

Daerah Kepegawaian, Adminstrasi Umum dan 100 Persen 25 50 75 100
Jasa Penunjang

Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan Persentase dokumen perencanaan,

dan evaluasi tepat waktu peng.anggaran dan laporan capaian 100 Persen 38 62 81 100
kinerja yang tersusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1 Dok 1

Perangkat Daerah Daerah GrEnan 1 1

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah Perangkat Daerah 20 Laporan 8 12 16 20

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Tersusunnya laporan admnistrasi Persentase laporan administrasi

keuangan tepat waktu keuangan yang tersusun tepat waktu 100 Fersen 2 50 75 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN




NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TWI TW I TW I TW IV

, 5, . Jumlah Orang yang Menerima Gaji Orang/
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 77 bulsn 77 77 77 77
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 5 15 25 40
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 13 Dok 4 2 10
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ORUMB 13
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Tersusunnya laporan barang milik Persentase laporan BMD yang disusun
daerah sesuai ketentuan sesuai ketentuan 100 Persen 28 50 75 100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 4 La 1 2
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD poran 3
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

- Persentase ASN yang memenuhi
Meningkatnya kapasitas ASN kewajiban jam latihan 100 Persen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
i " Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan . P -
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fung§| yang Mengikuti Pendidikan dan 1 Orang
Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terpenuhinya layanan administasi Persentase laporan pemenuhan layanan
umum administrasi umum waktu s Perpen 25 50 75
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor L|§tr|k{Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 1
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2 i s Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor ana Disedlaiker 1 Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Terlaksananya FasilitasiKunjungan Tamu .‘:.L::qlsh Lisporan Fasias) Kenjungan 12 Laporan 3 6 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 L 3
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparan 6 9

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD




NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2026 SATUAN TWI TWII TWII TW IV
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4 Dokumen 4
pada SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan sarana
Terpenuhinya sarana prasarana kerja prasarana kerja 100 Persen 100 100 100 100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
= : ; Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya z
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 3 Unit 3 3 3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Terpenuhinya jasa penunjang urusan Perserrtase laporan pemenuhan jasa 100 - 25 50 75
pemerintahan daerah penunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 3 6 9
Menyurat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
: P Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedlgnya Jgsa_Komumkasn, S Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 3 6 9
Daya Air dan Listrik o
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan L Laporsn 3 6 9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Terpenuhinya pemeliharaan barang Persentase pemenuhan pemeliharaan
milik daerah BMD 100 Persen 25 50 75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya g .
Pemeinaran Pagkdan perzinan ST KOS Ohe rerora B ; . .
Kendaraan Dinas Operasional atau Al b S 4 .
Pajak dan Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 11 Unit

dan Mesin Lainnya

Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya




NO

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2026

SATUAN

TWI

TWII

Wil

wiv

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2

Unit




